
SUPAT. MUSI"SANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR I~ TAHUN2007

TENTANG

PENETAPAN TIJNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN BELANJA PENUNJANG

OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kahupaten Musi
Danyuasin Nomor 15 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 dan
Peraturan Daerah Kahupaten Musi Ranyuasin Nomor 17 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Danyuasin, untuk menindaklanjutinya perlu
diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada DPRD Kab.
Muha dan Relanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kah.
Muba;

h. hahwa herdasarkan pertimhangan sehagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Dupati Musi Danyuasin
tentang Penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada DPRD
Kah. Muha dan Relanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
Kab. Muba.

..
I. Undang-Und.'lng Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Dael'ah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatel'a Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 NomoI' 73, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 1821 );

2. Un dang-Un dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NomOI" 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Pennusyawaratan RaJ,.-yat,Dewan Perwakilan
Ralq'at, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (l-emharan Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lembaral1 Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. lJndang-undang .



J)

4. Undang-Undang Nomor 1 TOOun2004 tentang Perhendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang NomoI' 10 TOOoo 2004 tentang Pemhentukan
Peraturan perundang-oodangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahoo 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang NomoI' 32 Tahoo 2004 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo 2004 NomOI'
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI'
4437) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo 2004 Nomor 126,
Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemenntah NomoI' 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
TOOun2004 NomoI' 90, Tambaban I.embaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 4416) sebagain1aIlatelah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahoo 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 NomoI' 47, Tamhahan I.emharan
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah NomoI' 2S Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusooan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo 2004 Nomor
91, Tambahan I.embaran Negara Repuhlik Indonesia NomoI' 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NomOI'S3
Tahoo 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo 2005
NomoI' 130, Tambahan I.embaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 4569);

10.Peraturan Pemenntah NomoI' S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11. Peraturan Menten Dalam Negen NomoI' 13 TOOun2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menten Dalam Negen NomoI' 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunsn Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah
Tahoo2007;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Ranyuasin Nomor 1S Tahoo
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahoo 2007

14. Peraturan Daerah .



;,

Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mu.~i Ranyuasin Nomor 17 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANC
PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

BAH I

KETENTUANUMUM

Pasa! 1

Dalam Peraturan Rupati ini, yang dimaksud dengan :
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Danyuasin ;
c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil

Ketna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mu.~i
Banyuasin ;

d. Tunjangan Kornunikasi Intensif adalah Uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap hulan dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja pirnpinan dan anggota DPRD ;

e. Belanja Penunjang Operasional Pirnpinan adalah dana yang
di!lediakan hagi pimpinan DPRD setiap hulan untuk menunjang
kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan,
dan kebutuhan lain guna rnelancarkan pelaksanaan tugas pirnpinan
DPRD !lehan-han.

BAHIl

PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasa! 2

(1) Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kahupaten Musi Ranyuasin
Tahoo 2007 sebesar Rp. 1.101.701.512.500,. (Satu Trilioo Seratus
Satu MUyar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Duas Belas Ribu
Lima Ratus Rupiah).

(2) Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Musi Ranyuasin
tergolong Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
seOOsarRp. 6.300.000,- (Enarn Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pa.~al3 .



j

.\
Pasal3

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mu.qiRanyuasin
diberikan pellerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;

(2) Tunjangan Komunikasi Tntensif sebagaimana dimaksud ayat (1)
diatas untuk Kabupaten Musi Danyuasin diklarifikasikan dengan
kemampuan keuangan daerah tertinggi yang dt"berikan kepada
DPRD Kabupaten Musi Ranyua.qin.

BABIll
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN

Pasal4

(1) Selain Penunjang Helanja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal2 ayat (1) kepada Pimpinan DPRD Kab. Muba diberikan
belanja penunjang operasional. pimpinan setiap bulan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Helanja penunjang operasional pimpinan DPRD sehagaimana
dimaksud dengan ayat (1) diatas sebesar Rp. 26.040.000,-
perbulan yang dibebankan kepada Anggaran Sekretariat DPRD
Kah. Muba

BABIV

PENUTUP

Pasal5

Peraturan Rupati 1m mulai berlaku untuk satu tahun Anggaran
terhitung mulai berlaJ.'Usejak 1 Januari 2007 s.d 31 Desember 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita
Daeralt Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2~- a? - 2007

~isfiilCIN.~.
NOERDIN

Diundangkan dl Sekayu
pada tanggal elf ' 05: 2007

~E TARISDAERAH7'" UPA NMUSIB~ASIN

BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2007 NOMOR •.. :l..(,
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